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Throughout Idamic civilization, the synergy between economics and constitutional
law has played a crucial rolein achieving community welfare based on the principles
of Magasid al-Syari‘ah. This study aims to analyze the contribution of Idamic
congtitutional law to the devel opment of an equitable Iamic economic system. The
research employs a qualitative descriptive approach through literature studies,
examining various sources related to Idamic constitutional law and Idamic
economics. The findings indicate that the principles of Idamic congtitutional law,
such as justice (‘adl), consultation (shura), trust (amanah), and the protection of
individual and communal economic rights, significantly influence the formation of a
moreinclusive and sustainable economic system. The implementation of Magasid al-
Syart ‘ah in Indonesia’s economic policies is reflected in regulations on zakat, Islamic
banking, halal investment, and resource management aimed at public welfare.
However, key challenges remain, including the harmonization of Idamic law with
positive law and disparities in wealth distribution. Strengthening Magasid al-
Syari‘ah-based policies is therefore necessary to ensure that the Iamic economic
system can optimally contribute to improving societal well-being.

Islamic Constitutional Law, Islamic Economics, Magasid al-Syari‘ah, Economic
Justice, Islamic Economic Policy.

ABSTRAK

Dalam sgarah peradaban Idam, sinergi antara ekonomi dan hukum tata negara
memiliki peran penting dalam mewujudkan kesegjahteraan umat berdasarkan prinsip
maqasid al-syart‘ah. Pendlitian ini bertujuan untuk mengandisis kontribusi hukum
tata negara Islam dalam pengembangan sistem ekonomi Idam yang berkeadilan.
Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan
kualitatif deskriptif, yang mengkaji berbagai sumber literatur terkait hukum tata
negara Idam dan ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pringip-
prinsip dalam hukum tata negara Islam, seperti keadilan (‘adl), musyawarah (syura),
amanah, serta perlindungan terhadap hak ekonomi individu dan masyarakat,
memiliki implikasi signifikan dalam membentuk sistem ekonomi yang lebih inklusif
dan berkelanjutan. Implementas magasid al-syari‘ah dalam kebijakan ekonomi di
Indonesia telah tercermin dalam regulas zakat, perbankan syariah, investas halal,
serta pengelolaan sumber daya dlam yang berorientas pada kesgjahteraan umat.
Namun, tantangan utama masih berupa harmonisasi antara hukum Islam dan hukum
positif, serta kesenjangan dalam distribus kekayaan. Oleh karena itu, diperlukan
penguatan kebijakan berbasis magasid al-syari‘ah untuk memastikan bahwa sistem
ekonomi Idam dapat berkontribuss secara optima daam meningkatkan
kesgjahteraan masyarakat.

Hukum TataNegaraldam, Ekonomi |dam, Magasid al-syari ‘ah, Keadilan Ekonomi,
Kebijakan Ekonomi Syariah
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PENDAHULUAN

Dalam sgarah peradaban Islam, ekonomi dan hukum tata negara memiliki keterkaitan
yang erat dalam membangun suatu tatanan masyarakat yang adil dan sgjahtera. 1slam sebagai
agamayang komprehensif tidak hanya mengatur aspek spiritual, tetapi juga mencakup dimensi
sosial, ekonomi, dan politik dalam kehidupan umat manusia. Prinsip-prinsip ekonomi Islam
tidak terlepas dari landasan hukum yang diatur dalam syariat, yang bertujuan untuk
memastikan kesgahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks modern, penerapan
ekonomi Islam di berbagai negara, termasuk Indonesia, memerlukan sinergi yang kuat dengan
hukum tata negara Islam agar dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan (Triyanta et al.,
2012). Sinergi antara prinsip ekonomi Islam dan hukum tata negara Islam menjadi fondasi
penting dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan sosial.

Hukum tata negara Islam memberikan pedoman dalam pengelolaan negara yang
berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Dalam konsep ini, negara bertanggung jawab untuk
menciptakan kebijakan ekonomi yang berkeadilan, menghilangkan eksploitasi, serta
memastikan distribusi kekayaan yang merata sesuai dengan prinsip magasid al-syari‘ah.
Magqasid al-syart‘ah, yang mencakup perlindungan terhadap agama (kifz al-din), jiwa (hifz al-
nafs), akal (kifz al-‘aql), keturunan (kifz al-nadl), dan harta (hifz al-mal), menjadi landasan
utama dalam membangun sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan,
tetapi juga pada kesgjahteraan sosial (Karimullah, 2025). Hukum tata negara Islam berperan
sebagal kerangka normatif yang menuntun penyelenggaraan negara agar kebijakan ekonomi
berjalan selaras dengan magasid al-syart ‘ah, yakni mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan
kemaslahatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam sgjarah Islam, sistem ekonomi dan hukum tata negara telah berjalan beriringan
dalam membentuk masyarakat yang adil dan sgjahtera. Misalnya, pada masa pemerintahan
Khalifah Umar bin Khattab, kebijakan ekonomi Islam diterapkan melalui distribusi zakat,
pengelolaan baitul mal, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat miskin. Model ini
menunjukkan bahwa hukum tata negara Islam berperan penting dalam memastikan
keberlanjutan dan efektivitas sistem ekonomi Islam. Namun, dalam konteks modern, tantangan
yang dihadapi lebih kompleks, termasuk pengaruh globalisasi, sistem kapitalisme, dan
kebijakan ekonomi yang seringkali tidak selaras dengan nilai-nilai Islam (Tahkim, 2016).

Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, penerapan
ekonomi Islam terus berkembang, terutama dengan adanya perbankan syariah, industri halal,
serta kebijakan-kebijakan yang mendorong ekonomi berbasis syariah. Namun, tantangan
utama dalam penerapan ekonomi Islam di Indonesia adalah bagaimana hukum tata negara
dapat memberikan dukungan yang optimal agar sistem ini dapat berkembang secaralebih luas
dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Beberapa kebijakan ekonomi masih
mengacu pada sistem kapitalis yang berorientass pada keuntungan semata, sehingga
menyebabkan kesenjangan ekonomi yang cukup signifikan (Anisa Dwi Safitri, 2024). Oleh
karenaitu, penguatan peran hukum tata negara dalam mendukung implementasi ekonomi Islam
di Indonesiamenjadi keharusan agar kebijakan ekonomi nasional tidak hanyaberorientasi pada
profit, tetapi juga selaras dengan prinsip keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan nilai-
nilai syariah yang menyeimbangkan aspek moral serta material pembangunan.

Salah satu aspek penting dalam sinergi antara hukum tata negara Islam dan ekonomi
Islam adalah regulasi yang mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dalam berbagai sektor
ekonomi. Dalam hal ini, negara memiliki peran strategis dalam menciptakan regulasi yang
tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa distribusi
kekayaan berjalan secara adil. Regulasi mengenai perbankan syariah, wakaf produktif, serta
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kebijakan fiskal dan moneter yang sesuai dengan prinsip Islam menjadi kunci dalam
membangun ekonomi Islam yang berkeadilan (Sapultri et al., 2024).

Magqasid al-syari‘ah memberikan panduan dalam merumuskan kebijakan ekonomi
yang berorientasi pada kesejahteraan umat (Kurniati, 2022). Perlindungan terhadap harta (%ifz
al-mal) dalam maqasid al-syari ‘ah menegaskan bahwa sistem ekonomi harus menjamin hak-
hak kepemilikan individu, menghindari praktik riba, sertamendorong distribusi kekayaan yang
lebih merata. Dengan demikian, penerapan magqasid al-syari‘ah dalam kebijakan ekonomi
negara tidak hanya akan memberikan manfaat dalam jangka pendek, tetapi juga menciptakan
stabilitas ekonomi yang berkelanjutan (Badruzman, 2019).

Dalam konteks implementasi hukum tata negara lslam di Indonesia, terdapat beberapa
tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah harmonisasi antara hukum positif yang
berlaku dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Meskipun Indonesia bukan negara Islam secara
formal, nilai-nilai Islam telah banyak diadopsi dalam berbagai aspek hukum dan kebijakan
negara. Namun, dalam sektor ekonomi, masih terdapat beberapa kesenjangan dalam penerapan
hukum yang sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam aspek perbankan, investasi, serta
perlindungan terhadap hak ekonomi masyarakat kecil (Fattah, 2016).

Selain itu, aspek kelembagaan juga menjadi faktor penting dalam mendukung sinergi
antaraekonomi Islam dan hukum tata negara lslam. Peran lembaga-|embaga keuangan syariah,
otoritas regulasi, serta organisasi keagamaan sangat dibutuhkan dalam memastikan bahwa
prinsip-prinsip syariah benar-benar diterapkan dalam sistem ekonomi (Huda, 2023).
Kelembagaan yang kuat akan mampu menci ptakan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang
efektif terhadap kebijakan ekonomi yang diterapkan.

Di gisi lain, pemahaman masyarakat terhadap konsep ekonomi Islam juga menjadi
faktor yang perlu diperhatikan. Masih banyak masyarakat yang kurang memahami prinsip-
prinsip ekonomi Islam, sehingga menyebabkan rendahnya partisipasi dalam sistem ekonomi
berbasis syariah (Rahman, 2022). Oleh karena itu, edukas dan sosialisasi mengenai ekonomi
Islam dan relevansinya dengan hukum tata negara Islam perlu ditingkatkan agar masyarakat
dapat lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi berbasis syariah.

Dengan berbagai tantangan yang ada, sinergi antara hukum tata negara Islam dan
ekonomi Islam menjadi suatu keharusan dalam mewujudkan kesegjahteraan umat. Negara
memiliki peran strategis dalam menciptakan kebijakan yang mendukung prinsip-prinsip
ekonomi Islam, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diterapkan secara efektif
dalam kehidupan masyarakat (Fahmi, 2021). Melalui pendekatan maqasid al-syari ‘ah, negara
dapat merumuskan kebijakan yang tidak hanyaberorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi
juga pada keadilan sosia, distribusi kekayaan yang merata, serta perlindungan terhadap hak-
hak ekonomi masyarakat.

Kajian-kgjian terdahulu menunjukkan bahwa hubungan antara hukum tata negaralslam
dan ekonomi Islam telah menjadi fokus penting dalam diskursus keislaman kontemporer,
meskipun masih jarang dibahas secara integratif dalam kerangka maqasid al-syari‘ah.
Penelitian terdahulu menegaskan bahwa hukum tata negara Islam berperan dalam mengatur
mekanisme kekuasaan negara untuk menjamin keadilan sosial dan distribusi ekonomi yang
merata (Nurhayati & Jamal, 2025). Sementara itu, Zen (2024) menekankan bahwa penerapan
prinsip magqasid al-syari‘ah daam kebijakan ekonomi mampu menciptakan keseimbangan
antara aspek spiritual dan material dalam pembangunan nasional (Zen, 2024). Kgjian Andatu
dkk (2025) menunjukkan bahwa tantangan utama ekonomi Islam di Indonesia terletak pada
keterbatasan dukungan hukum tata negara dalam memperluas penerapannya pada level
kebijakan publik (Andatu et al., 2025). Adapun penelitian Saputri et a. (2024) menyoroti
pentingnya regulasi negara dalam mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam sistem
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perbankan, wakaf produktif, serta kebijakan fiskal dan moneter untuk menciptakan keadilan
ekonomi (Walidah et a., 2025). Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus
pada aspek sektoral—baik ekonomi maupun hukum—tanpa menelaah secara mendalam
sinergi keduanya dalam perspektif maqasid al-syari‘ah.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menelaah integrasi
konseptual dan aplikatif antara ekonomi Islam dan hukum tata negara Islam dalam
mewuj udkan kesegjahteraan umat. Dengan demikian, penelitian mengenai sinergi ekonomi dan
hukum tata negara |slam dalam mewujudkan kesej ahteraan umat menjadi sangat penting untuk
memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip syariah
dapat diterapkan dalam sistem ekonomi modern. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi
pemerintah, akademisi, serta praktis ekonomi Islam dalam mengembangkan kebijakan yang
lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dapat menci ptakan kesejahteraan yang lebih luas
bagi seluruh masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis
untuk menggali secaramendalam hubungan antara ekonomi Islam dan hukum tatanegaralslam
dalam perspektif magasid al-syari‘ah. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber
dari kajian literatur, termasuk buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta
laporan penelitian yang relevan dengan topik yang dikgi. Analisis dilakukan dengan
pendekatan normatif untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum tata negara Islam
dapat berkontribusi dalam sistem ekonomi Islam yang berkeadilan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) untuk
memperoleh data sekunder yang dapat mendukung argumen dalam penelitian ini. Selain itu,
penelitian ini juga menganalisis kebijakan ekonomi di Indonesia melalui pendekatan magasid
al-syari‘ah guna melihat sgjauh mana implementass hukum tata negara Islam dalam
membangun sistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan
konsep sinergi antara ekonomi Islam dan hukum tata negara Islam, serta memberikan
rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan dalam menciptakan regulasi yang lebih
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah guna meningkatkan kesejahteraan umat.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kontribus Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara | lam dalam Pengembangan Sistem
Ekonomi Islam yang Berkeadilan

Prinsip-prinsip hukum tata negara Islam memiliki peran yang signifikan dalam
membangun sistem ekonomi Islam yang berkeadilan. Hukum tata negara Islam mengatur
bagaimana kekuasaan dalam negara dikelola berdasarkan nilai-nilai syariah, termasuk dalam
sektor ekonomi. Tujuan utamadari hukum tata negara | slam adal ah menciptakan kesejahteraan
bagi seluruh masyarakat, memastikan distribusi kekayaan yang adil, serta mencegah praktik
ekonomi yang eksploitatif dan merugikan (Karimullah, 2025).

Salah satu prinsip fundamental dalam hukum tata negara Islam adalah kedaulatan
berada di tangan Allah SWT. Hal ini berarti bahwa segala kebijakan ekonomi harus merujuk
kepada hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis. Prinsip ini menegaskan bahwa
pemimpin dalam sebuah negara berkewajiban untuk menerapkan kebijakan ekonomi yang adil
sesuai dengan ketentuan syariah. Konsep ini menghindarkan adanya monopoli ekonomi oleh
sekelompok €lit tertentu yang dapat menyebabkan ketimpangan sosial (Hamdi, 2024).
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Prinsip keadilan (‘adl) dalam hukum tata negara Islam menjadi pilar utama dalam
pengembangan sistem ekonomi Islam. Keadilan dalam konteks ekonomi Islam berarti adanya
distribus sumber daya yang seimbang, transparansi dalam perdagangan, serta perlindungan
terhadap hak-hak individu, terutama golongan yang lemah dan miskin. Negara berkewajiban
untuk memastikan bahwa tidak ada eksploitas atau ketidakadilan dalam transaksi ekonomi.
Misanya, praktik riba yang dapat menindas pihak yang kurang mampu dilarang dalam sistem
ekonomi Islam, sehingga memastikan bahwa keuangan tidak hanya berpihak kepada kelompok
yang kaya, tetapi juga memberikan kesempatan kepada semua individu untuk berkembang
(Oria, 2024).

Konsep keadilan dalam hukum tata negara Islam juga mencakup prinsip distribusi
kekayaan yang seimbang. Salah satu mekanisme yang diterapkan dalam Islam adalah zakat,
infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen-instrumen ini berfungsi sebagai aat redistribusi
kekayaan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Hukum tata negara Islam mewajibkan
pemerintah untuk mengelola dana zakat dengan efektif agar dapat membantu masyarakat yang
membutuhkan, serta mendukung program-program pembangunan ekonomi yang inklusif
(Rahmadani, 2024).

Selainitu, hukum tata negara |slam juga menekankan pada prinsip musyawarah (Syura)
dalam pengambilan kebijakan ekonomi. Dalam konteks ini, kebijakan ekonomi yang dibuat
oleh pemerintah harus melalui proses konsultasi dengan berbagai pihak yang terkait, termasuk
ulama, akademisi, dan masyarakat umum. Dengan adanya prinsip ini, sistem ekonomi Islam
dapat berjadan lebih demokratis dan memperhitungkan kepentingan seluruh lapisan
masyarakat. Prinsip musyawarah ini juga memastikan bahwa kebijakan yang diambil bersifat
transparan dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu saja (Firdaus, 2023).

Prinsip amanah dalam hukum tata negara Islam juga memainkan peran penting dalam
pengembangan ekonomi Islam yang berkeadilan. Pemimpin dan pejabat negara memiliki
tanggung jawab untuk mengelola sumber daya negara dengan jujur dan bertanggung jawab.
Mereka tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kel ompok
tertentu. Faktanya, kasus penyalahgunaan wewenang yang berujung pada tindakan korupsi di
Indonesia masih marak terjadi (Wahyuni, 2025). Dalam konteks ekonomi, amanah mencakup
tata kel ola keuangan yang transparan, pencegahan korupsi, serta pengelolaan anggaran negara
yang efektif dan efisien (Ibrahim, 2021). Dengan penerapan prinsip ini, sistem ekonomi Islam
dapat berjalan dengan lebih adil dan berorientasi pada kesgahteraan masyarakat secara
keseluruhan.

Lebih lanjut, hukum tata negara Islam juga menegaskan pentingnya perlindungan
terhadap hak-hak ekonomi individu dan masyarakat. Dalam Islam, setiap individu memiliki
hak untuk bekerja, berdagang, dan memiliki kekayaan selama dilakukan dengan cara yang
halal. Negara memiliki peran untuk menciptakan regulasi yang mendukung usaha dan bisnis
yang halal, serta mencegah segala bentuk eksploitasi dan penindasan dalam dunia usaha.
Negara juga harus menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan
ekonomi, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan akses terhadap modal usaha bagi
masyarakat kecil (Usman, 2021).

Dalam hukum tata negaralslam, jugaterdapat konsep hisbah, yaitu sistem pengawasan
dalam masyarakat untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah. Hisbah memiliki peran dalam mengawas praktik perdagangan, memastikan
tidak adanya kecurangan, serta menegakkan keadilan dalam transaksi bisnis (Suntana, 2010).
Dengan adanya sistem pengawasan ini, ekonomi Islam dapat berjalan dengan lebih transparan
dan berkeadilan, serta menghindari praktik-praktik yang merugikan masyarakat luas.
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Prinsip-prinsip hukum tata negara Islam juga mendorong pengembangan ekonomi
berbasis keumatan, di mana ekonomi tidak hanya berpusat padaindividu atau korporasi besar,
tetapi jugamemperhatikan kesejahteraan komunitas secaraluas. Dalam hal ini, konsep koperasi
dan ekonomi berbasis wakaf dapat menjadi solusi untuk menciptakan sistem ekonomi yang
inklusif dan berkeadilan (Haikal & Efendi, 2024). Negaraberperan dalam memberikan regulasi
sertainsentif bagi pengembangan ekonomi berbasis komunitasini agar dapat berkembang dan
memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Selain itu, dalam konteks globalisasi ekonomi, hukum tata negara Islam juga
menawarkan prinsip kemandirian ekonomi yang berorientasi pada keberlanjutan. Islam
mengajarkan pentingnya mengelola sumber daya alam dengan bijak, mencegah eksploitasi
berlebihan, serta memastikan bahwa kekayaan alam dikelola untuk kemaslahatan bersama.
Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki tidak
hanya dikuasai oleh pihak asing atau korporasi besar, tetapi juga dapat memberikan manfaat
bagi masyarakat lokal (Herawati, 2013). Dengan pendekatan ini, sistem ekonomi Islam dapat
berkembang secara mandiri dan berkelanjutan tanpa harus bergantung pada sistem ekonomi
yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Prinsip-prinsip hukum tata negara Islam memberikan kontribusi yang besar dalam
pengembangan sistem ekonomi Islam yang berkeadilan. Prinsip kedaulatan hukum Islam,
keadilan, musyawarah, amanah, perlindungan hak ekonomi, pengawasan (hisbah), ekonomi
berbasis keumatan, serta kemandirian ekonomi menjadi landasan utama dalam membangun
sistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Herawati, 2013). Dengan menerapkan
prinsip-prinsip ini secara efektif, sistem ekonomi Islam dapat menjadi solusi alternatif yang
tidak hanyaberorientas pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga padadistribusi kekayaan yang
adil dan kesgjahteraan sosia yang merata.

B. Implementas Magqasid al-syari‘ah dalam Membangun Hubungan antara Kebijakan
Ekonomi dan Hukum Tata Negara Islam di Indonesia

Implementasi magasid al-syari‘ah dalam membangun hubungan antara kebijakan
ekonomi dan hukum tata negara Ilam di Indonesia merupakan suatu konsep yang penting
dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Magqasid al-syari‘ah
sebagal tujuan utama dalam syariah Islam mencakup perlindungan terhadap agama (hifzh ad-
din), jiwa (hifzh an-nafs), akal (hifzh al-agl), keturunan (hifzh an-nadl), dan harta (hifzh al-
mal) (Saputri et al., 2024). Dalam konteks kebijakan ekonomi dan hukum tata negara Islam di
Indonesia, maqasid al-syari‘ah berperan dalam membentuk regulas dan kebijakan yang
berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Salah satu implementasi utama magasid al-syari‘ah dalam kebijakan ekonomi di
Indonesia adalah melalui perlindungan harta (hifzh al-mal). Prinsip ini menuntut adanya sistem
ekonomi yang menjamin distribus kekayaan secara adil, mencegah eksploitasi, dan
memastikan kesgjahteraan masyarakat. Redlitas di lapangan menunjukkan bahwa kondisi
pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta potensi kreatif
pemudamasih jauh dari ideal. Hambatan yang dihadapi antaralain keterbatasan akses terhadap
permodalan, kurangnya pemanfaatan teknologi, serta minimnya pelatihan yang sesuai dengan
kebutuhan aktual dunia usaha. Dalam konteks tersebut, negara berupaya menjembatani
kesenjangan tersebut melalui optimalisas kebijakan dan alokasi belanja negara sebagai
instrumen untuk memperkuat kapasitas dan daya saing pelaku ekonomi nasional (Supriyanto,
2025). Pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai instrumen ekonomi Islam seperti
zakat, wakaf, dan sukuk syariah untuk mendukung pemerataan kesgahteraan (Mahri, 2023).
Zakat, misalnya, dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil
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Zakat (LAZ) yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat kurang mampu.

Selain itu, magasid al-syari‘ah juga tercermin dalam kebijakan perbankan dan
keuangan syariah yang diatur dalam hukum tata negara Indonesia. Keberadaan Undang-
Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 dan regulas mengenai sukuk syariah
merupakan bentuk nyata dari upaya negara dalam menerapkan prinsip maqgasid al-syari‘ah
dalam sektor ekonomi. Dengan adanya sistem perbankan syariah, masyarakat dapat menikmati
layanan keuangan yang bebas dari riba dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Algifari,
2024). Hal ini sekaligus melindungi kepentingan ekonomi umat Islam serta mencegah praktik
keuangan yang merugikan.

Dalam konteks perlindungan jiwa (hifzh an-nafs), kebijakan ekonomi yang diadopsi
oleh pemerintah harus memastikan kesejahteraan dan kehidupan yang layak bagi seluruh
rakyat. Program-program seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan bantuan sosial bagi
masyarakat kurang mampu merupakan bagian dari implementasi magqasid al-syari‘ah dalam
kebijakan ekonomi negara (Nasuka, 2017). Dengan memastikan bahwa setiap individu
memiliki akses terhadap layanan kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya, negara berupaya
melindungi kehidupan rakyat sesuai dengan nilai-nilai 1slam.

Magqasid al-syart ‘ah jugaberperan dalam menjaga akal (hifzh al-agl) melaui kebijakan
pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam sistem ekonomi Islam, investasi
dalam pendidikan dan penelitian sangat ditekankan karenailmu pengetahuan merupakan salah
satu kunci dalam meningkatkan kesgjahteraan ekonomi. Di Indonesia, berbagai kebijakan
pendidikan berbasis Islam telah diterapkan, termasuk pengembangan lembaga pendidikan
Islam dan pesantren, serta dukungan terhadap ekonomi berbasis wakaf pendidikan yang
memberikan akses belgjar bagi masyarakat kurang mampu (Agus Hermanto, 2022). Dengan
memberikan akses pendidikan yang merata, negara dapat memastikan bahwa seluruh rakyat
memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan
ekonomi.

Aspek perlindungan keturunan (hifzh an-nasl) juga berhubungan erat dengan kebijakan
ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah. Negara harus memastikan bahwa setiap kebijakan
ekonomi yang dibuat tidak merusak tatanan sosial dan moral dalam masyarakat. Dalam hal ini,
kebijakan yang mendukung kesejahteraan keluarga, perlindungan tenaga kerja perempuan,
serta regulasi terhadap industri yang dapat merusak moral masyarakat menjadi bagian dari
upaya implementasi maqasid al-syari‘ah (Nurdiansyah, 2023). Regulasi terhadap industri
hiburan dan minuman keras, misalnya, merupakan salah satu bentuk perlindungan magasid al-
syari ‘ah dalam aspek ini.

Dalam praktik hukum tata negara, magasid al-syari‘ah juga menjadi dasar dalam
membangun prinsip keadilan dan kesgjahteraan dalam regulasi ekonomi. Prinsip keadilan
dalam Islam menuntut agar kebijakan ekonomi yang dibuat tidak hanya menguntungkan
kelompok tertentu, tetapi juga harus memastikan kesgjahteraan bagi seluruh masyarakat
(Mujahidin, 2018). Ha ini sgjalan dengan konsep ekonomi Pancasila yang diterapkan di
Indonesia, di mana pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan keseimbangan
dalam sistem ekonomi melalui kebijakan redistribusi kekayaan, subsidi, dan program
kesg ahteraan sosial.

Sdain itu, magasid al-syari‘ah juga diterapkan dalam kebijakan investas dan
perdagangan di Indonesia. Pemerintah telah mengembangkan sektor ekonomi halal sebagai
bagian dari strategi pembangunan nasional. Melalui kebijakan sertifikasi halal yang dikelola
oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), pemerintah memastikan bahwa
produk yang dikonsumsi masyarakat sesuai dengan prinsip syariah (Algifari, 2024). Hal ini
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tidak hanya melindungi konsumen Muslim, tetapi juga memperkuat daya saing industri halal
Indonesia di pasar global.

Dalam aspek pengelolaan sumber daya alam, maqasid al-syart ‘ah mengajarkan bahwa
sumber daya yang ada harus digunakan secara bijak dan tidak merusak lingkungan. Prinsip ini
tercermin dalam kebijakan ekonomi berkelanjutan yang diterapkan oleh pemerintah, seperti
pengembangan energi terbarukan, perlindungan hutan, dan regulas terhadap industri
ekstraktif. Dengan mengadops prinsip magasid al-syari‘ah dalam kebijakan lingkungan,
pemerintah dapat memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya menguntungkan
generasi saat ini, tetapi juga bagi generasi yang akan datang (Pertiwi, 2024).

Namun, implementasi maqgasid al-syari‘ah dadam hukum tata negara dan kebijakan
ekonomi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama
adalah masih adanya ketimpangan dalam distribusi kekayaan, di mana kelompok tertentu
masih memiliki aksesyang |ebih besar terhadap sumber daya ekonomi dibandingkan kelompok
lainnya (Algifari, 2024). Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan kebijakan yang
lebih tegas dalam memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata.

Selain itu, masih terdapat kendala dalam harmonisasi antara hukum positif dan hukum
|slam dalam kebijakan ekonomi. Meskipun berbagai regulasi ekonomi syariah telah diterapkan,
masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip maqgasid al-
syari ‘ah ke dalam sistem hukum nasional secara lebih komprehensif (Rahman, 2022). Hal ini
membutuhkan kolaborasi antara akademisi, ulama, dan pembuat kebijakan untuk menciptakan
regulasi yang sesuai dengan prinsip Islam sekaligus tetap relevan dengan dinamika ekonomi
global.

Implementasi magasid al-syari‘ah dalam membangun hubungan antara kebijakan
ekonomi dan hukum tata negara Islam di Indonesia merupakan sebuah upaya yang sangat
penting dalam menciptakan kesgjahteraan bagi seluruh rakyat. Melalui prinsip perlindungan
harta, jiwa, akal, keturunan, dan agama, maqasid al-syari‘ah dapat menjadi panduan dalam
merancang kebijakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan (Fattah, 2016). Meskipun masih
menghadapi berbagai tantangan, dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan masyarakat,
prinsip-prinsip maqasid al-syari‘ah dapat terus dikembangkan untuk mewujudkan sistem
ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan di Indonesia.

PENUTUP

Prinsip hukum tata negara Islam, seperti kedaulatan hukum Islam, keadilan,
musyawarah, amanah, perlindungan hak ekonomi, hisbah, ekonomi berbasis keumatan, dan
kemandirian ekonomi, membentuk sistem ekonomi Islam yang adil dan berkelanjutan. Prinsip-
prinsip ini memastikan distribus kekayaan yang merata, mencegah eksploitasi, serta
mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif demi kesgjahteraan masyarakat. Implementasi
magqasid al-syari‘ah dalam kebijakan ekonomi dan hukum tata negara Islam di Indonesia
bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Prinsip perlindungan
agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta diwujudkan melalui regulasi zakat, perbankan syariah,
jaminan sosial, pendidikan, investasi halal, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.
Meskipun masih menghadapi tantangan dalam distribusi kekayaan dan harmonisasi hukum,
prinsip magqasid al-syari‘ah terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
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